BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa dalam tafsir al-Jabiri, tidak ada kata
"al-dimugratiyyah", yang digunakan dalam bahasa Arab untuk
menggambarkan demokrasi. Al-Jabiri menganggap demokrasi sebagai
produk dari moderitas karena ia melihat nilai-nilai utama Islam dan
hubungannya dengan demokrasi. Dua hal ini dapat disebut sebagai
prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam konstitusi.

Dalam pendapatnya tentang demokrasi, Muhammad Quraish Shihab
mengatakan bahwa hak-hak manusia adalah dasar demokrasi di Islam,
dan dia membahas hal ini ketika dia menafsirkan ayat tentang syura.
Syura dan demokrasi bertentangan dalam beberapa hal. Prinsip umum
seperti keadilan, toleransi, musyawarah, dan tanggung jawab adalah
contoh dari persamaan ini.

Demokrasi Pancasila, dengan kelima prinsip utamanya, memiliki
keselarasan yang kuat dengan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Nilai-nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan
sosial yang menjadi dasar demokrasi Pancasila juga diakui dan diajarkan
dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan demokrasi Pancasila di
Indonesia dapat dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang tidak hanya
mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tetapi juga selaras
dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an tidak
bertentangan dengan demokrasi; sebaliknya, Al-Qur'an memberikan
dasar moral untuk membangun sistem demokrasi.

Ada hubungan antara prinsip-prinsip demokrasi di masing-masing
ayat. Dalam QS. Ali Imran/3:159 dan QS. Asy-Syura/42:38 dijelaskan
tentang syura, atau musyawarah, yang diperlukan untuk membuat
keputusan. Untuk membuat syura menjadi tanggung jawab bersama
dalam setiap musyawarah, upaya untuk menegakkan syura harus dimulai
dari individu umat, bukan dari penguasa. dan memiliki kemampuan
untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam setiap sistem yang
didasarkan pada Islam, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial
maupun bidang lain.
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Selanjutnya, dalam QS. al-Maidah/3:8 dan QS. Asy-Syura:15, yang
berbicara tentang keadilan, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa
setiap orang harus bertindak adil. Tidak ada yang lebih penting daripada
seorang pemimpin untuk rakyatnya. Selain itu, setiap pemimpin harus
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum berlaku adil dan
tidak berat sebelah.

QS. al-Hujurat/:13 membahas persamaan, di mana al-Musawah
adalah prinsip Islam yang penting untuk demokrasi. Konsep ini berkaitan
dengan tindakan adil setiap orang satu sama lain; akibatnya, rasa
persamaan satu sama lain akan muncul sebagai bentuk keadilan itu
sendiri.

Dalam surah an-Nisa ayat 58 dijelaskan tentang amanah kepada para
pemimpin umat agar mereka dapat menjalankan amanah dengan jujur
dan menerimanya dengan baik dari rakyat. Di mana pemimpin atau
pemerintah negara dapat melaksanakan kepercayaan tersebut dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Selanjutnya, QS. Ali Imran[104] dan QS. an-Nisa[59] membahas
kebebasan mengkritik dan berpendapat sebagai dasar demokrasi. Prinsip
persamaan dan keadilan sangat terkait dengan konsep ini. Dalam konteks
ini, kebebasan didefinisikan sebagai kebebasan untuk memanfaatkan hak
suaranya secara bebas tanpa dipaksa oleh pihak lain. Oleh karena itu,
konsep kebebasan merupakan dasar dari kedaulatan rakyat.

Setelah memberikan penjelasan tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an
tentang prinsip-prinsip demokrasi, seperti menjadi musayawarah,
bertindak adil, menjaga persamaan, menjaga amanah dan bertanggung
jawab, dan memberikan kebebasan kepada setiap umat yang memiliki
pendapat. Ada perbedaan antara Islam dan demokrasi. Persamaan,
keadilan, dan konsultasi adalah beberapa prinsip dasar demokrasi. Ini
adalah jenis hubungan yang dimaksud dengan substansialistik antara
Islam dan politik.

Saran

Penulis mengakui banyak kekurangan dalam karya ini. Sudah jelas
bahwa penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang cara orang memahami dan menerapkan nilai-nilai
demokrasi dalam tafsir modern al-Jabiri dan Quraish Shihab.
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Mengevaluasi kedua mufassir tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak
hanya berbeda dalam metode mereka, tetapi juga saling sejalan dalam
upaya mereka untuk mendukung demokrasi dalam konteks Islam..

Dalam diskusi tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, kedua
mufassir memberikan kontribusi yang berharga. Penelitian ini berusaha
untuk menyelidiki dan memberikan kontribusi pada pemahaman kita
tentang dinamika kompleks antara tradisi keagamaan dan tuntutan
modernitas. Dengan melihat nilai-nilai demokrasi melalui lensa tafsir
kontemporer.

Namun, penelitian ini tidaklah bersifat eksklusif dan masih terbuka
untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan mengikuti saran-saran untuk
penelitian mendatang, diharapkan akan ada kontribusi yang lebih besar
untuk merinci dan memperdalam pemahaman tentang konsep demokrasi
dalam tafsir kontemporer dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat
Muslim.

Oleh karena itu, istilah "demokrasi" digunakan untuk merujuk pada
konsep pemerintahan berdasarkan partisipasi warga -negara.
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